PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan,
Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa perlu dicabut;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006
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Menetapkan

Nomor 23 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 26 tentang Pemerintah
Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006
Nomor 26 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 27 tentang Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006
Nomor 27 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Rejang Lebong

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja
di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelengara urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
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Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat
berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang
bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa
atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih
menjadi desa baru

Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada
akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa
terdekat.

Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa
sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa
dusun.

Batas Desa adalah Batas yang menandakan letak terluar Wilayah
Desa yang dapat terdiri dari batas alam dan batas buatan

Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung,
sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti
pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya
yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa

BAB Il
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

1)

()

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
publik guna mempercepat terwujudnya  kesejahteraan
masyarakat.

Pembentukan Desa dapat berupa :

a.Penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding
dan atau berdekatan;

b. Pemekaran dari satu desa menjadi dua Desa atau lebih,
dan/atau;

c.Pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada dibuat secara
rumusan tabulasi / urutan.

d. Penggabungan beberapa dusun yang berdekatan dari
beberapa desa

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
memenuhi Syarat :

a.

b.

Jumlah Penduduk minimal 1250 Jiwa atau 250 Kepala Keluarga;
Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan
pembinaan masyarakat yang dapat menciptakan kerukunan antar
umat beragama dan kehidupan bermasyarakat;

Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi
antar dusun;

Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat
beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat

setempat;



